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PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 

NOMOR 8  TAHUN 2007 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KOTA SEMARANG TAHUN  2007 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG, 
Menimbang    : a.   bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 

kebijakan umum APBD Kota Semarang, keadaan yang menyebabkan 
pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, 
keadaan yang menyebabkan sisa lebih  Tahun Anggaran sebelumnya harus 
digunakan untuk pembiayaan  dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu 
dilakukan perubahan APBD Kota Semarang  Tahun Anggaran 2007; 

b.      bahwa  sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD 
Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

  

Mengingat      :  1.   Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan     Daerah - 
daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

2.      Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)  sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3569); 

3.      Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
           Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
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Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
tahun 2000 Nomor  246, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia  
Nomor 4048); 

4.      Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1997 
Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 

5.      Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara  
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi  dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 3851); 

6.      Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4286); 

7.      Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8.      Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

9.      Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara  
Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4400); 

10.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4421); 

11.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang  Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah dengan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah  menjadi Undang-Undang  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548); 

12.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera 
Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
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13.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4138); 

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 4139); 

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler  dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
90,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan  dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4712); 

16.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4502); 

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

18.  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 4574); 

19.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4575); 

20.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

21.  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

22.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

23.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan  
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4585); 
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24.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4593); 

25.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4614); 

26.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

27.  Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 
2006 Nomor 11 Seri E); 

28.  Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2007 
(Lembaran Daerah Kota Semarang  Tahun 2007 Nomor 2 Seri A). 

  
  

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG 
dan 

WALIKOTA SEMARANG 
  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan   :  PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  KOTA 
SEMARANG TAHUN  ANGGARAN 2007. 

  

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Kota Semarang Tahun Anggaran 2007 semula 
   sebesar Rp. 1.238.236.842.500,00 bertambah sebesar  Rp. 127.140.392.180,00 sehingga  
menjadi Rp. 1.365.377.234.680,00 dengan rincian sebagai berikut : 

  

1.      PENDAPATAN DAERAH 
a.   Semula                                          Rp.   1.082.784.142.253,- 

b.   Bertambah                                     Rp.        38.911.742.500,- 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan                                Rp.   1.121.695.884.753,- 
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2.      BELANJA DAERAH 
a.   Semula                                          Rp.  1.238.236.842.500,- 

b.   Bertambah                                     Rp.     127.140.392.180,- 

Jumlah Belanja setelah Perubahan                                       Rp.   1.365.377.234.680,- 

Surplus / Defisit  setelah Perubahan                                Rp.    (243.681.349.927,-) 
  
 

 

3.      PEMBIAYAAN 
a.   Penerimaan : 

1)   Semula                                    Rp.      159.647.700.247,- 

2)   Bertambah                               Rp.        91.327.748.430,- 

Jumlah penerimaan setelah Perubahan                           Rp.      250.975.448.677,- 

  
b.   Pengeluaran 

1)   Semula                                    Rp.          4.195.000.000,- 

2)   Bertambah                               Rp.            .099.098.750,- 

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan                          Rp.          7.294.098.750,- 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan                Rp.      243.681.349.927,- 

                                                                                                       

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun  
berkenaan Setelah Perubahan                                    Rp.                               0,- 

Surplus Pembiayaan setelah Perubahan                   Rp.      243.681.349.927,- 

  

  

Pasal  2 
(1)  Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a.   Pendapatan Asli Daerah : 

1)   Semula sebesar                        Rp.    231.740.209.253,- 

2)   Bertambah                               Rp.        1.058.485.040,- 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah  
Setelah Perubahan                                                          Rp.      232.798.694.293,- 

  

b.   Dana Perimbangan : 
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